
BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NoMUR 43/HK/2U t5

I l1t\ t1l1\(r
PENE"TAPAN IZIN UPERASIONAL PENDiRIAN SEKOLAH MENENGAH AIAS

NEGERI HALIOAN DESA BARENE KECAMATAN MALAKA TENGAH
KABUPATEN MALAKA SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU

Menimbalg

BUPATI MALAKA,

: a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikal oleh
- Pemerintah kepada pemerinta_h Daerah

seba-ga-irnana- 1ra-ng diatur dalan I-It-tda:.rg l_hdang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang peme,-intahan
Daeratr antara lain kewenangal dibidang
Peritl irliirar r,

b. bahwa untuk meningkatkan perluasal alses
penampungan daya tampung bagi lulusan SMp
khususnya pada daerah terpenc perlu dldrrkan
Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten
Malaka;

c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkal
peTayanan pendidikan kepada masyarat<at aarr
rneningkatksn Ang!.-" P3rlisip3si K:st 1.a-p61 ..n=

_menurunnya Angka putus Sekolah mata perlu'ditetapkan Izin Operasional pendirian Sekolah
ivierrclgair Aias iicger i Haiiuau Desa tsar-clc
Kecarnatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka
sebagai Unit Sekolai Baru;

d. lahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan hurui c perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan
Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas
Negeri Halioan Desa Barene Kecamatazr Malaka
Tengel (abupetet L4e,laka sebagej Unit SeL-olah
Bam.



Mengingat : 1. I]ndang - Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
Undalg-Undang Nomor 3 Tahun 2OL3 tentang
Pembentukan Kabupaten Matata di provinsi Nusa
Tenggara Tidrur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taiun 2013 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimaaa telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undalg-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas! Undang-Undang
Nomor 23 T*run 2014 Tertairg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
'Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O0S Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 tentang pembahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OOs
tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot5 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 562O);
Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2005
tentang Dana Perimbalgan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O0S Nomor i37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Taiun 200g
tentang Wajib Belajar (t€mbaran Negara Rep\rblik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Peme ntah Nomor 48 Tahun 2OOg
tentalg Penda.naan Pendidikai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48641:" .),

2.

.4.

5.

6.

7.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
terltang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
.Pemerintah Nomor 66 Talun 20 1 0 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (l,embamn Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik lndonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Standar Pendidikar Dasar dan Meoengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang

' Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan

. Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang
Kerangke. Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Menengah Atas/Madrasah AliYah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Ihdonesia Nomor 36 Tahun 2014 teotang
Pedoman Pendirian, Perubahal dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor :

33/MPN/SE/2007 perihal Sosialisasi Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan;

2. Renca.na Strategis Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2O1O - 2015.

Menetapkan
KESIiTU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan lzin Operasional Pendirian Unit Sekolah
Menengah Atas Negeri Halioan Desa Barene Kecamatan
Malaka Tengah Kabupaten Malaka sebagai Unit
Sekolah Baru; .,/



KEDUA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akal ditinjau kembali apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan darr Kebudayaar Rl di Jakarta;
2. Ditjen Pendidikal Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Direktur P3TK Pendidikan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

di Kupang;
6. Inspektur Inspehorat Kabupaten Malaka di Betun;
7. Camat Malaka Tengah di Betun;
8. Kepala Sekolah SMAN Harekakae di Harekakae. T
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